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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR  8 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IzIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

bahwa rzin Peruntukan penggunaan Tanah adalah satukomponen Retribusi Daerah perijinan tertentu yangditetapkan berlakunya dengan unding-undang R.r. Nomor18 Tahun 3,997 tentang pajak Daeiah dan RetribusiDaerah yang diatur lebih lanjut dengan FeraturanPemerintah R.r. Nomor za Tahun LggT teniangr Retribusi
Daerah;

bahwa untuk maksud huruf a diats dan dalam rangkamencegah atau tidah sesuainya peruntukan penggunaantanah yang diatur daLam RurR, serta dalim -iunqL,
penlngkatan Pendapatan Daerah, maka perlu *"""irpii"Retribusi rzin peruntukan penggunlan Tanah yurrgdiatur dalam Suatu peraturan Daerah.

undang-undang R. r. Nornor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan undang-undang Drt. Nomor 3 Tahun 1953tentang Pembentukan Daerah Tingkat rr di xarimantan
(Lembaran Negara rahun 1953 Nomor g) sebagai undang-
undang;

undang-undang R. r. Nomor s ?ahun 1960 tentangPeraturan Dasar pokok-pokok Aqraria (Lembaran NegariR.r. Nomor 104 Tahun 1960, ?ambahan lembaran Nefiara
R. I. Nomor 2043 );

undanE-undang R.r. Nomor 5 Tahun Lg74 tentang pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran NegaraRepubi.ik rndonesia Tahun Lg74 Nomor 3g, tambihan
tembaran Negara I'tomor 3037 );
undang-undang R. I. Nomor I Tahun 1gg1 tentang Kitab
undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP), (iembaran
Negara R.r. Tahun 1981 Nomor 76, ?ambahan tembaran
Negara Nomor 3209); 

,

undang-undanq R. r. Nomor 4 Tahun Lgg2 tentangKetentuan-ketentuan pokok pengelolaan LingkunganHidup ( tembaran Negara R. I . Tahun 1-gBZ fom6r -tZ 
,Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3215);

6 . undang-und'ang R. r . Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya;
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8.

Undangr-undang R. I. Nomor 24 Tahun LggZ tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara R.r. Tahun Lggz Nomor4L, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501 );
Undang*undang R.I. Nomor 18 Tahun L997 tentang pajak
Daerah dan Retrlbusi Daerah {Tambahan Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nornor 3685 );
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Peraturan Peme::inLah R. I. Nomo:: 27 Tahun
t!e .iaksanaail Un.lang--urrdarrg Nomor B Tahuri
liukiim Aca::a Pidana ( Lembaran Negara R. I
Nomor: 3€, , Tami:ahan Lernbaran Negara Nomoi:

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6 Tahun
I(oorcii.nasi l(eqiatan Instansi Vertikal di
Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 Tahun
Analisis mengenai Dampak Lingkungan;

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 20 Tahun
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

I(epi:tusarr Presiden R.I . Nomor 7 Tahun
Catur t.ertib Pertanahan:

l-983';ent.anlr
Lgl:. t eniang
. Tahun 1983
3258 );

1988 tentang
Daerah;

19?3 tent anq

L997 tentang
L997 Nomor 55

1979 tentang11,L.J.

L+.

15.

1_6.
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Keputusan Presiden R.I. Nomor 97 Tahun j_gg3 tentang
Tat.a Cara Penanaman Mooa.i;

Peraturan Menieri Agraria/Kepala BpN Nomor 2 Tahun
1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan pemberian Iz:n
Lokasi dan Pemherian Hak atas Tanah bagi perusah.aan
dalani rangka Penanaman ModaL;

Peratr:ran Menteri Dal-am Negeri Nomr:r 5 Tal-iun 1,97 4
tent-angr Ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan
Pemberiari Hak Atas Tanah untuk keperl-uan perilsahaan;

Perat-uran Menteri Dalam i,ieqrerr Nomor 3 Tahun tgAT
tent.ang Pen'rediaan oan Pemberiai-i Hak A.ias Taitah untuk
keper-Luarr Ferusahaaii Pembangunar:. Perumahan;

Keputusan Menteri Dalam Neger i Nomor 1,02 Tilhun L9gA
t entang l,laiiuai- Per:dapatan Daerai,;

I(eputusan Menter-i Dalam Negeri Nomor 84 Tairun 1993
tentang Berrtuk Peratur:an Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan;

Keputusan I'ienteri Daiarn l.iegeri liomor L71 Tatrun 799i
territang Flc,seilLir Pengesahan PeraLuran Daerair tentanc
Pajak Dae,r;ih clan Eei-ribrrsi Daerah;

18.
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21 I(eputusari Menier i
tentang Pedc;rnarr
Dae rah;

Keputu.san Ment-eri
tanqrgal 30 Okicbe::
di bidanq Retribusi

Dalam Negeri- Nomor L7 4 Tahun L997
Tata Cara Femunsutan Retribusi

Dalatn Negeri Nomor 1.75 Tahun 799i
t997 tentanq Tata Cara Penreri.ksaan
Daerah;
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23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 4 Tahun L991
tentangr Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat rr Kutai
Nomor 23 Tahun 1995 tentang penyidik pegawai Negeri
Sipil di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tinqrkat II Kutai.

Denqan Persetuiuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  DAERAH  TINGKAT  II  KUTAI
TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENCGUNAAN TANAH.

BAB

KETENTUAN UMUM

Pasal

Daiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupateri Daerah Tingkat II Kutai;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II

Kutai;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah ringkat rr Kuiai;
d. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai;
e. PenEtgunaan Tanah ralah memanfaatkan bidang tanah untuk keperluan

perumahan, perdagrangdfi, industri, pertambangan, pertanian beserta
sarana penunjangnya;

t. Izin Peruntukan Pengrgunaan Tanah adalah Pemberian Iztn atas
Penggunaan Tanah kepada Badan Usatra yang akan menggunakan tanah
seluas 5.000 (1ima ribu) meter persegi atau lebih;

S. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kutai;

h. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang mel.iputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komandi-ter, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negtara atau Daerah denqran nama dan dalam bentuk apapun,persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
orgranisasi yang sejenis, lembaga, lembaga pensiun, bentuk usaha
tet.ap serta bentuk badan usaha lainnya;
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■ Retribusi Daerah, yang selanjutnya <iisebut Retribusr aciaiahPungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izintertentu yang khusus disediakan atau dlberikan oleh pemerintah

Daerah urrtuk kepentingan orang pribadi atau badan;

Perizinan tertentu aclalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah cialamrangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan pengawasan atas kegiatan, pemanfaat,an ruang, penqrgunaansumber Daya Alam, prasarana atau fasilitas tertentu -aalfair 

gunamelindungri kepentinqran umum dan menjaga kelestarian lingkung an;
I{ajii: Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurutPeraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukanpembayaran Retribusi. termasuk pemungut atau pemotong Retribusitertentu;
Surat liet.etapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, aclalahSurat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yangterutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalahsurat untuk melakukan tagrihan retribusi atau sanksi administrasiberupa bunga dan atau denda.

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor WajibRetribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi- setiap wajii>Retr ibus i;
Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusiyang harus dii:ayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok Retribusi,bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaranRetribusi. maupuri sanksi administrasi;
Kelebihan Pembayaran adalah kelebihan yang tercantum dalam SKRDTBatau kelebihan pembayaran Retribusi yang timbul karena Surat
KepuLusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan;

surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang ciisingkat
SKRDi(B adaiah Surat Keputusan yang memutuskan lesai-nyi RetribusiDaerah yang terutang;

surat i(eleLapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yangdisingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambihanatas jumlah Retribusi Daeralr yang telah ditetapkan;
Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harusdipenuhi- oleh wajib Retribusi sesuai dengin SKRD ctan STRD ke KasDaerah at.au ketempat iain yang ditunjuk dengan batas waktu yangtelah ditentukan;

Penaqrihan Retribusi Daerah adalah serangkaian keqiatan pemungutanRetribusi Daerah yang cliawali ciengan penyampaian Surat. eeringatan,Surat Teguran yang i:ersangrkutan melaksanakan kewa j iban - 
untuk

membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;

k.

1.

rl.

n.

p.

q.

u. Utang Retrjbusi Daerah adalah sisa titanqr Retribusi atas nama WajibRetribusi yang tercantum pada STRD.SI(RDKB. atau SKRDKBT yang belumoaluwarsa cian Retribusi iainnya yang masih terhutang.
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Pasa1 3

( 1 ) subyek Retrrbusi adaiah setiap orang pribadi atau badan yangmenikmati perayanan pemberian tiin- peruntukan penggunaan Tanah;
i,2) wa j ib Retribusi adaiah ordi-rQ pribadi atau badan yang menurutPeraturan Daerah ini wajib i"*uuvur Retribusi rzin peruntulcanFengErunaan Tarrah,

BAB  II

NAMA′  OBYEK DAN SuBYEK RETRIBusI

BAB  III

GOLONGAN RETRIBUsI DAN PERIZINAN

PaSa1  4

5:II::‖ :i 161:ei:IIntukan Penggunaan Tanah digolOngkan dalam Retribusi

Pasa1 5

( 1 ) Setiap Tzin Peruntukan penggrunaan Tanah di Daerah tetap mengacupada rencana Umum Tata nuanq (RUTR) dan harus memperol"eh izindari Kepala Daerah;

('2) Tata cara cian syarat-syarat untuk memperoleh izin sebaqaimanadimaksud avar ( 1 ) pasar- ini diatur rebii: ran jut o!inurr''-;;;;iil"r,Kepal- a Daerah .



(1)

DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF

pasal 6

Perhrtunqran Retribusl rzin peruntukan penggunaan Tanah didasarka.n pacia pertlmbangan tersedianya dana -rlntuk penggantian.biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan cialamrangka pemanfaatan ruang guna melindungi kepentingan umum;

BAB IV

biaya sebagraimana dimaksud ayat (1) pasai ini terciiri
admini st ras.i;
survei lapangan;
pengukuran dan pematokan i
keterangan rencana kota;
rencana tata letak bangrunan;percetakan peta;
penataan perpetakan;

Pasal

BAB

TINGKAT PENGGUNAAN 」ASA

Pasa1  8

」asa diukur berdasarkan kelas tanah dan luas tanair

BAB  VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasa1  9

(2) Komponen
dari :

a. Biaya
b. Biaya
c. Biaya
d. Biaya
e. Biaya
f. Biaya
cJ . Biaya

⌒

(1) Besarnya Tarif Retribr:si rzin peruntukan penggunaan Tanairditetapkan sebesar 2 t rjari nilai tanah;
t2) Tata cara pemungtutan Retribusi rzin Peruntukan penqrgunaan TanahditeLaplcan dengan Keputusan Kepala Daerah.
( 3 ) rzin Peruntukan Pengtgunaan Tanah untuk kepentingan sosial,lembaga keagramaan, - iembaga kemasyarakatan dapat cliberikanpembebasan seiragrian atau seluruhnya ilewa j iban membayar Retrii:,sidari Kepala Daerah atau pe-iabat yang ai- iunj"x. -

Tingkat. Penggunaarr
yanqr di iz irrkan .

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarifRetribusi didasarkan pada tujuin menutup sebagian atau samadengan biaya penyelenggaraan pemberian rzin yan; 6"i"u"gkutan;

(1)
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('2'l Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biayasebagraimana tersebut pada pasal 6 ayat ( 1) dan (Z.l .

BAB VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasa1  10

:::][:I]a員 :tttllttiluFallsilrけ
t:子
It illt甘:: ::::a12;:ra mengalikan tar■

f

BAB  VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal lL

Retribusi Terutangr dipungut cli wilayah Daerah Tempat rzin peruntukan
Pengrgunaan Tanah diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUsI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

PaSal  12

Masa Retribusi   adalah jangka waktu yang lamanya l (3atu)tahun.

Pasal 13

saat Terutangnya Retrj.busi adalah pada saat diterbitkanya SKRD atauDokumen lain yang dipersamakan.

⌒
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(2)

(3)

(4)
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BAB X

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

PasaI 1-4

Untuk mendapatkan data Wa j ib Retribusi perlu di-laj<sanakan
Pendaf taran dan Pendat.aan terhadap Wa j ib Retrlbusi ]:aik yang
berdomosili didalam Wilayair Daerah maupun yang bertlomisili diluai
Wilayah Daerah ietapr memiliki obyek Retribusr di r,{iiayah Daerah
yang bersanqrkutan;

Kegiatan Pendaftaran iian Pendataan <ii-awa1i dengarr mempersi-apkan
dokumen yang diperlukan berupa formulir Pendaftaran dan pendataan
disampaikan I(epada lda-jib ReLribusi yang bersangkutan;

Setelah formul-ir Pendaftaran dan Pendataan dikirim/disampaikan
kepada wa j ib Ret.ribusi diisi dengan jeias, lengkap clan benar,
clikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagrai bahan menoisiDaftar Induk Wajib Retribusi berclasarkan nomor urut;
Daftar rnduk wajib ReLribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
selanjutnya dapat diperqrunakan sebagai NPWRD.

BAB  XI

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasa1  15

( i ) Penetapan Retribusi berdasarkan

(.2 ) Dalam hal SPTRD tidak clipenuhi
mest:-nya, maka diterbrtkan SKRD

(3) Bentuk dan :.sr SKRD sebagaimana
I(epa1a Daerah.

SPTRD dengan menerbitkan SKRD;

oleh Wa j ib Retribusi sei:agraimana
secara jabatan;

dimaksud ayat {2) ditetapkan oleh

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan <iitemukan data baru clan atau
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumiah
retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.



BAB  XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasa1  17

(1) Pemungutarr Retribusi tidak dapat diboronqrkan;

(2) Retribusi dipunqrut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang
dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIIl
SANKSI ADMINISTRASi

Pasal 18

Dalm hal Wa j 1b Retribus i t iclak membayar tepat pada r+aktunya ataukurang membayar, dikenakan sanksi administ.rasl berupa bunga sebesar 2*(dua persen ) setiap bulan ,lari Retribusi yang terutang atau kuranqrdibayar dan ditaqlh denqran menggrunakan STRD

(1)

(2)

(3)

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerair atau ditempatiain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan aenian
menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan;

Dalam hal pembayaran di-lakukan ditempat lain yang ditunjuk. makahasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerair
selambat-lambatnya l- x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan
oleh Kepala Daerah;

Apabiia Pembayaran F.etribusi ciilakukan setelah l-ewat waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), maka dikenakan
sanksi adm j-nist-rasi berupa bunga sebesar z\ ( dua persen ) dengan
menerbitkan STRD.

Pasal 20

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/1unas;

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin
kepada wajib Retribusi Untuk mengangsur Retribusi terutang dalamjangka waktu t.ertentu denEran alasan yang dapat dipertanggung
j awabkan;

(1)

(2)



(3 ) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana di.maksud pacia ayat (2)
ditetapkan oleh Kepaia Daerah;

(4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menqrizinkan WajibRetribusi r-rntuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu
Yang ditent.ukan dengan alasan yang clapat dipertairggung jawabkan.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 27

( 1 ) Pengeluaran Surat Tegruran/peringatan/ surat lain yang sejenisi;ebagai awal tindakan Peiaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkansegera setelah 7 (tu;uh) ha::i sejak jatuh tempo pembayaran;

( 2 ) Daiam j angka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggat suratTeqruran/Peringatan/surat iain yang sejenis, wajib Retrinusi harus
mel.unasi Rotrii;us;inya yangr terutarig;

,3 ) Surai: Te'Euran sebagaimana dimaksucl pada ayat {1) dikeluarkan oleh
pe j aba.t- yang d i iur: j ui< .

ri---1 aar d.'1 .t L /. /.

Bentuk-bentuk foi:muIir yang diperqrunakan untuk pelaksanaan penagihan
Retribusi Daerah sel:agrimana ciimaksud Pasal 2L ayat {1) ditetapkan oleh
Kepala Daerair.

BAts XVI

XETENTUAN PIDANA

rd5d. l_ LJ

/ 1 : ii- I ::- r,(1i WaJ1l l<etrrbusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
rnerugikan Keuangran Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam ) }-.ulan atau denda paling banyak 4 (empat ) kali jumlah yangr
terut.ang;

( 2 ) Tirdak pi dana sebagralmana dirnaksud ayat ( 1 ) Pasal ini adalah
pe langgaran.

（‐
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BAB  XVII

PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Selain   Pe」 abat  penyidik  umum′   Penyidikan  atas   Pelanggaran
Peraturan  Daerah  ini′  dilakukan  juga  oleh  Pe」 abat  Po■ Yidik
Pegawai   Negeri  Sipll  dilingkungan  Pemerintah   Daerah   yang
pengangkatannya     ditetapkan    sesuai     dengan     ketentuan
Perundang… undangan yang berlakuメ

(2) Wewenang Penyidttkan sebagaimana dirlaksud Pada ayat (1)adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpurkan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindal< pidarta dibidang Retribusi agar
keterangran atau laporan tersebut nrenjadi lebih lengkap danjelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orangpribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan denqan tindak pidana di bidang Retribusi;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;

d. memeriksa buku*buku, Catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak Bidana dibidang Retribusi; . ,,

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukanpenyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bant.uan tenaqa ahli dalam rangka pelaksanaan tugasperryidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninEgalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan menerima
identitas oranq dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana
dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang
dibldang Retribusi;

berkaitan dengan tindak pidana

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannira dan diperiksa
sebagai tersangrka atau saksi;

_i . Menghentikan penyidikan;

k. Melakul<an tindakan lain /ang- perlu untuk kelancaran penyi dikan
tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang ciapat
dipertanggung j awabkan.

( 3 ) Penyidikan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1 ) memberitahukan
dimulainya penyidiharr dan menyampaikan hasil penyici:-kannya kepada
Penuntut Umum/ sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undangt Nomor B Tahun 1-981 tentanE Kitab Undang-und'ang
Hukum Acara Piciana (i(UHAP).
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PENJELASAN

PBARURAN DAERA}{ }(ABUPATEN DAERAH TlNGKAT II KUTAI

NOMOR 8 TAHUN 1998

TENTANG

RETi?IBUST IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAii

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka lebih memantapkan upaya pengendalian perubahan
pellgtgr-iilaan 'uanair--tanah pei:tanian produktif ke non pertanian
sehubungan denqran sernakrn meningkatnya kebutuhan tanah untuk
:, .- ,- .-repentiingan InousirriPerusahaan/ perumahan dan lain-1ain, maka
Ilrmcr in'Lah D.aerr;r1"i liabttpaten Daerah Tingkat I i Xutai memandangr
periu mengtadakan pengraturan yang dituangkan dalam peraturan
D,ierah.

Feraturan Daerah tersebut sebagai ianclasan hukum bagi
masyarakat dair aparai Pemerintah dalam usaha meningkatkan
penertiban, pembinaan oan aparat pemerintah dalam usaha
moningikakan Pertanj.an clalam rangka mendukung program pemerintah
sebagai. usaha swasembacla pangan maupun pelestarian sumber claya
aiam rlan l ingkungan hidup, serta sekaligus juga sebagrai upaya
meingrkatkan penclapatan Daerah

I I . PEI.{JELASAN FASAL DEMI PASAL .

- Pasal t huruf a z,td s

- Pasai t huruf h;

- Pasal t huruf i s/d u

- Fasal 2 s/a Pasai 6

ayat (1)

Cukup Jelas.

Baoan yang telah memperoleh izin
peruntukan tanah tidak semuanya

dapat rirenjadi subyek.

Cukup Je1as.

Cukup JeIas.



- pasal 6 ayat (Z) huruf : Cukup Jelas
adanb

- Pasal 6 ayat (2) huruf c : Biaya pengukuran oan pematokan
khusus untuk pernberian Tzin
Peruntukan Penggrunaan Tanah bukan
biaya pengukuran untul< keperl.uan
permohonan hak. 

,

- Pasal 6 ayat (Z) huruf : Cukup Jelas.
d s/d g

- pasal i s/a pasal 27 : Cukup Jelas;


